BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Mengingat :

e

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sudah tidak relevan dengan
kondisi saat ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati
yang baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomorl34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4247);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan
Bagian-Bagian Jalan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 92);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 155);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2014 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomo?2 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

18
2.

ol

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tegal.

BP2D adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
DPMPTTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tegal.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau
dinikmati oleh umum.
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Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk .bidang
dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang
sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri
sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut
bersifat permanen.

Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang
dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel
bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat
permanen.

Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner,
rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri
sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi
sementara dan bersifat semi permanen.

Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan
kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan
cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan
kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara
disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak
permanen.

Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu,
dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan
jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau
dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan
terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan
alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan
film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung
pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi
permanen.

Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan
tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau
dikenakan dan bersifat semi permanen.

Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau
lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik
dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya
pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan Dbersifat
berpindahpindah tempat.

Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah naskah
dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyelenggarakan reklame.

Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh
Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak
bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan
reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya
dicabut.

Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat
LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang



disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, SKPD
dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Tegal.

22. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya
disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk
selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

73. Kawasan khusus adalah lokasi penyelenggaraan reklame yang mempunyai
nilai strategis paling tinggi.

24. Pusat perbelanjaan adalah lokasi penyelenggaraan reklame di area pusat
perbelanjaan.

25. Kawasan umum adalah lokasi penyelenggaraan reklame disepanjang jalan
negara/provinsi dan jalan kabupaten.

26. Kompleks pasar/kawasan wisata adalah lokasi penyelenggaraan reklame di
area kompleks pasar/kawasan wisata.

27. Perkantoran/lembaga pendidikan adalah lokasi penyelenggaraan reklame di
area perkantoran/lembaga pendidikan.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak sebagai pembayaran atas
penyelenggaraan reklame.

Pasal 3
(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Reklame papan/billboard /videotron/megatron dan sejenisnya,
Reklame kain/spanduk
Reklame melekat. Stiker, lukis/cat;
Reklame selebaran;
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,;
Reklame udara;
Reklame apung;
. Reklame suara;
Reklame film / slide; dan
. Reklame peragaan.
(3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah :
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m?
(dua meter persegi); dan
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.
(4) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
reklame.
(5) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame.
(6) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang
pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan
tersebut.
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Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga
tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 4
Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
(NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai
kontrak reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame, dengan
mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

Jangka waktu penyelenggaraan,
Jumlah media reklame; dan
g. Ukuran media reklame.

a. Jenis reklame;

b. Bahan yang digunakan;
c. Lokasi penempatan,;

d. Waktu;

e.

f.

Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: NSR =
Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) + nilai strategis (NS).

NS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perkalian antara
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP.

Perhitungan NSR sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan

lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Nilai Strategis Reklame (NSR) suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:

a Kawasan khusus : dinilai berdasarkan sudut pandang yang
luas/banyak dan titik strategis antara lain
berlokasi di area Alun-Alun Slawi, Area
Monumen GBN Slawi, Area Pintu Keluar
masuk Jalan Tol Kabupaten Tegal,

b Pusat Perbelanjaan : Meliputi Ruko Slawi, Trasa Slawi Kabupaten
Tegal,

¢ Kawasan Umum : Meliputi sepanjang jalan Negara/Provinsi
dan jalan Kabupaten dalam wilayah
Kabupaten Tegal;

d Kompleks Pasar / : Meliputi kompleks pasar/ kawasan wisata di

Kawasan Wisata Kabupaten Tegal;



e Perkantoran / : Meliputi semua perkantoran dan lembaga
Lembaga Pendidikan pendidikan di Kabupaten Tegal;

Pasal 5

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

BAB IV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 6

Bupati, dengan wewenang dalam jabatannya dapat membetulkan SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan wajib pajak.

Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;

. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

.0

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 7

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
terlampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.



BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME
Pasal 8

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 9

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

Pasal 10

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak reklame permanen dan reklame terbatas wajib menjaga
keindahan dan kebersihan serta menyediakan ruang terbuka hijau di
sekitar tempat reklame.

(2) Setelah berakhirnya izin pajak reklame permanen dan reklame terbatas,
wajib pajak berkewajiban menyediakan pemanfaatan papan reklame yang
dimilikinya untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung
program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sepanjang
belum disewakan.

(3) Dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pemasangan reklame,
dilaksanakan secara periodik.

(4) Dalam penindakan terhadap pelanggaran reklame diserahkan kepada OPD
yang membidangi.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi pajak daerah.

Pasal 13

Daftar Perhitungan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2012 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor
53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014
Nomor 53) sepanjang yang mengatur Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Nopember 2017

/ ENTHUS $USMONO
Diundangkan di Slawi

pada tanggal 10 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN TEGAL
/

J
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR g1



LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 81

TANGGAL : 10 Nopember 2017

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NILASI STRATEGIS REKLAME (NSR)
UNTUK REKLAME PERMANEN
KABUPATEN TEGAL

LOKASI UKURAN MEDIA WAKTU KAWASAN
REKLAME (M2) BULAN JALAN
40% nilai 15% nilai | 30% | nilai 15% nilai
Kawasan Khusus 10 40,1 10 12 10 Jalan 10
Negara /
provinsi
Kawasan Perbelanjaan | 8 25,1-40 8 8-11 |8

Kawasan Umum

6 12,1-25 |6 5-7 6
Kompleks  Pasar /
Kawasan Wisata 5 51-12 |4 2-4 4
Jalan 8
Perkantoran / Lembaga Kabupaten
Pendidikan 2 >5 2 1 2

/ THUS SUSMONO



LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 81

TANGGAL : 10 Nopember 2017

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NILAI JUAL
OBYEK PAJAK REKLAME
KABUPATEN TEGAL

NO

JENIS REKLAME

NJOP

KETERANGAN

Reklame dengan konstruksi tiang,
antara lain:

Papan

Bilboard

Megatron

Videotron dan sejenisnya

a8l o

Reklame dengan konstruksi sederhana,
antara lain :
1. Papan Nama toko
2. Papan Nama Perusahaan
3. Lembaga Pendidikan Non Formal
dan sejenisnya

Reklame berjalan / kendaraan

Rp. 87.500,--

Rp. 52.500,--

Rp. 280.000,--

Per meter persegi

Per meter persegi

Per meter persegi

/. BUPATI TEGAL,

US SUSMONO




LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 81

TANGGAL : 10 Nopember 2017

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NILAI SEWA REKLAME NON PERMANEN

KABUPATEN TEGAL
JALAN
JENIS TEMPAT NEGARA JALAN
RO REKLAME KHUSUS DAN KABUPATEN BERFRRARCGAN
PROPINSI
1 Spanduk/kain |Rp. 700,-- | Rp.900,-- |Rp. 700,-- Per meter persegi
0. Mel_ekat/ stiker, Rp. 250,-- Rp. 450,-- | Rp. 250,-- Per lamibar, P
lukis, cat :
m2, per hari
3 Selebaran Rp. 250,-- Rp. 450,-- | Rp. 250,-- Per lembar per
hari
4 Reklame Udara | Rp. 43.750,-- | Rp. - Rp. -
; ' Per buah perhari
5 Reklame apung | Rp. 43.750,-- | Rp. - Rp. -
Per buah per hari
Reklame suara
6 Rp. 4.400,-- Rp. - Rp. -
Reklame film/ Per detik
7 | slide Rp. 4.400,-- Rp. - Rp. -
Per detik
peragaan
8 Rp. 17.500,-- | Rp. -- Rp. -
Per hari per
kegiatan

ENTHUS SUSMONO



